
BUPATI SAROLANGUN

PERATURANDAERAHKABUPATENSARoLANGUN':--- - 
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

P.ENGELoLAANZI\KNT,INFAQDANSHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a' f,*I",*ffiffm,,ffiT""tril#tr-trqlr"L"lffi
yarrg berhak rienerimanya' frasit pengumpulan zakat

'*erupakans.rmue,danayang.polensiatmemberikan
manfaat bagr upaya *"*uffrrakarr - kesejahtaraan

masyarakat 
" 
tE*t'*" 

-dalam me-ngent5kT tl':-l*T
d.an menshilar;k; keseniangan sosial serta merxJ'ruan'g

pembangunan daerah;

b. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang

telah ***p*i--,ti*hub'qy" **JJ menjadi kewajiban b*gi

setiap *rutit "s* J1r."t berhasil guna dan berdaya guna

perlu dikelola secara kelernbagaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam t u*iTail iu*r b' perlu mgnelaPkan Peraturan

Daerah a"rrt t'g fengetota an'Zlkat' Infaq dan Shadaqah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-U"aa"g Nomor ^54 Tahun L999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun' Kabupaten- Tebo'

Kabupat.r, Urr.ro Jambi dan Kabripaten Tanjung Jabung

Timur(LembaranNegaraRepublikindonesiaTahun1999
Nomor $2: i"*Uift"" i,embaran Negara Republik

Indonesia No*o. igo3) sebagaimana telah diubah dengan

U"J"ttg-Undang Nomor - L4 Tahun SPOO tentang

Perubahat nt"5 Undang-Undang Nomor 54 Tahun L999

tentang pembentukan Kabupaten Sarg]a1fun' Kabupaten

Tebo, Kabufaten Muaro Jarnbi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20OO Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahurr2OO4NomorL2S'TambahanLembaran
Negara n"prlfif. Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telahu"u"'"p"kalidiubahterakhirdenganUn$a1s-
Und'ang No*i, 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua

Atas Unaang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahai Daei'h (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ao8 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1 15, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5255);

Dengan Persetujuan Bersama 
,

DEWAN PERWAKII"AN RAICTAT DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN

dan

BUPATI SAROI.ANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAI<AT, INFAQ
DAN SHADAQAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Bupati adalah Bupati Sarolangun.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Sarolangun.
Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor
adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan
Agama yang ada di Kecamatan dalam daerah.
Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan
pendayagunaan zakat.

8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan otreh seorang muslim atau badan
yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk
dibe-rikan kepada yang berhak menerimarrya.

9. ZakaL Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

lO. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan
pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan ba.gi
orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk
sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

1 1. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang
berkewajiban menunaikan zakat

12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
13. Asnaf adalah kelompok yang berhak menerima zakat
14. Badan Amil Zil<at Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS

Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah

:Daerah.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan

untuk biaya operasional dalam pengelolaan zekat sesuai syariat Islam.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.



16. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi -yang. 
dibentuk oleh

BAZNAS rabupaten d.isemua unit kerja untuk melayani muzakki yang

menyerahkan zakatnYa'
L7. Agama adalah Agama Islam' , , - ^L^a, !.nz{a
1g. Infaq adalah-h*L v"rrg dikeluarkan oleh seorang atau badan diluar zakat

untr.l,k kemaslahatan atmum'
19. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorangmuslim atau badan
- - 

;ffi;i;*il.i1r""! *r"ii* f,ilrr.t zakatuntuk kemaslahatan umum'

2O. Hibah adalah pemberian uang atau barang oieh seorang atau oleh badan

yang dilatcsanakan pada **f,t, orang itu masih hidup kepada BMNAS

KabuPaten.
21.Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada.BAzNAS

Kabupaten, pesan itu d* dilaksanakan sesudah pemberi wasiat

meninggal dunia'
22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang 

_ 
beragama Islam, yang

diserahk*r, 
* 

f."pta* fAZnaS Kabupaten berdasarkan ketentuan

perundans-*t;;;;;; Ya'rs berlaku'
23.Kaferfat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten

oleh orang yang melanggar ketentuan agarna'

24. Nishab adalah jumlah minimal harta-kekayaan yang wajib dikeluarkan

zakatnYa.
2'.Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang

harus dikeluarkan'
26.p,ar,otg "a"iut 

semua kekayaan orang atau Badan Vanq limiliki 
maupun

yangdikuasaiyalTguerwqiua,u"it.vangbergerakmaupuntidakbergerak
besertabagian.bagiannyaataupunyang-r.nSrupakansatuantertentuyang
dapat ainiiJ, aifrit "i, di;il;r ^i", ditimbang termasuk hewan dan

tumbuh_a.r*u.rt *r, keJuah uang dan surat berharga lainnya.

BAB II

Pasal 2

pengetolaan zakatdimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan

il;;it;r*t t"ptda Muzakki, Mustahiq dan Amil zakat'

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

a. meningkatkan pelayana" U"Si ;asyarakat dalam menunaikan zakat sesuai

dengan tunhrnan agama;
U. *""-i"gk"tk"t fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan

c. menirigkatkan hasit guna dan daya guna zakat'

(1)

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

Dengan nama pengelolaan zakat, maka pengelolaan z'akat diatur melalui

kegiatan perencanaan, pengorganisasian S"" pengawasan terhadap

p"isr*prri", a"" p""aist;ibu;i; serta pendayagunaan zakat'

!"uT"t i"r.at adalair orang Islam atau koorporasi milik orang Islam'

Objek pengelolaan zakatiarfrf, zakat yang diberikan oleh atau dipungut

dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama'

(2)
(3)



BAB IV
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagran Pertama
Pembqntrrk4l

Pasal 5

(1) Pengelolaan zakatdilakukan oleh BAZNAS Kabupaten yang dibentuk oleh

Menteri atau Fejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat

pertimbanganeAzWes. . 6r,iran t,^L-
(2) b;; *i*k*"rrakan tugas dan Slg."r"v" BAzNAS Kabupaten dapat

membentut U"ii iengump:uf Zit<at (UPZI p.a" Instanqi Pemerintah, Badan

Usaha Milik N*i"r", Eaaart Usaha Milik Daerah, penrsahaa* ewasta, serta

J"p"t m"mUeniit 
'UW 

pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nafna

lainnya dan temPat lainnYa'

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 6

BAZNAS KabuPaten terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

;fffi;,#" -fiazrlai 
Kabupaten'sebagaimana- dimaks:d,.t1ii-:Iit, lll

iffi1;?.;*" ii ta"r"p"") orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari

unsur pemerintah.
U;;;t tasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(s)

ulama,, tenlga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada -ayat 
(2). ditunjuk dari

Kementi rian / I n stansi yan g be rkaitan den gan pen gelola an zakat'-

BAZNAS Kabupaten aipim[in oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua'

Masa keda anggota BAZNAS
dapat dipilih kembali untuk 1

Pasal 7

Kabupaten dljabat selama 5 (lima) tahun dan
(satu) kali masa jabatan

Pasa1 I

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja

BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEWAJIBANDANJANGKAWAKTUKEPENGURUSAN

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten memiliki kewajiban sebagai berifinrt :

a. merencanakan kegiatan tahunan d"an melakukan kegiatan tersebut

sesuai program kerja Yang dibuat.
b. menyu*rr,i laporan 

- 
tatiunan yang didalamnya termasuk laporan

keuangan; dan
.. *r-plblikasikan laporan keuangan tahunan yar.F tglah diaudit oleh

Komisi pengawas atau Akuntan 
-Publik selambat-lambatnya 5 (lima)

bulan setelah tahun buku berakhir'
BAZNAS faUupaien aapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (L).

(1)

(2)



(1)

(2)

BAB VI
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 1O

Zakat terdiri atas :

a. zakat mal;
b. zakat fitrah.

Hartayffigdikenakan zakat adalah :

a. Emas, Perak dan uang;
b. Perdagangan dan Perusahaan;

". 
H"*if lerL"ian, hlsil perkebunan dan hasil

d. Hasil Pertambangan;
e. Hasil Peternakan;
f. Hasil PendaPatan dan jasa;
g. Rikaz (harta terPendam)'

(3) Penghitungan zakal mal menrrrut nishab' kadar

berdasarkan hukum agama'

Pasal 11

(1)Pengumpulanzakatdil*:anakano}1},BAZNASKabupatendengancara
menerima atam mengarnbil dari mrrzakki'rner,eru,,a a"La\r rrrErr-a'ru* *;;;;;t"ttir-l-., -za7<ki Pegawai

tzt stNAs Kabup_lten- b.'l* *""s1*tyA:T::::S f3l"LT
N e geri s ipil (PN s) t; g telah-rn"p: :l1l l-.:1 

-Li:l:n lif.*i,;f#;H-ffitffiil; p;;Esi pegawai ireseri sipil dan inraq, BAZNAS
-1- l^* T-alansi +efl.rqit;ffi ;#; Uffi ilr.oja s ama .a"" 

g"' pihak tlf 1"i l1'^*Tl,l:f 1*'
ilX?1"'#*rii[i,t zaiat metakukan pensumpulan dana zakat, Infaq'

1- ---^:! 
-^^:-^ 

*^oi-a rlat.t
3il::#r:;i'iH;, wasiat, waris, aan xirarlt p"4" unit masing-masing dan

- ^: ^- ^1 TI^t ',-atanrr""ii"v" disetorkan kepada Badan Amil zakat. Nasional Kabupaten'

BAB VIi
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 12

Pendistribusian hasil pengumpulan zakat, berpedoman kepada tuntunan

agama dan peraturan yang berlaku''

Pendistribusian hasil pengumpula.n r,akat agar mengutama\an asnaf' fakir

dan miskin dat; *",,'"rr'rhi kebutuhan hfuad hidup mereka yang paling

pokok.

Pasal 13

(L) Persyaratan pendistribusian hasil peng-umpulan zal{plt, disamping

memprioritaskan ashnaf fakir dan miskin, halas dilakukan dengan

sungguh-sungguh, teliti dan cermat serta tepat sasd'ran.

(2) Prqsedur pendistribusian hasil pengumpulan zakat harus jelas terbuka

dan terPantau.

dan waktunYa ditetaPkan

(3)

(4)

(1)

(21



Pasal 14

Dalam pendistribusian hasil pengUmpl$_an- -z*at harus memprioritaskan

kebufulr'anmustahiqdiwilayahkerjaBAZNASKabupaten.

Pasal 15

Pendayagunaan hasil
kesejahteraan mustahiq
muzakki.

(1)

{21

(3)

pengumpulan zakat bertujuan meningkatkan
i""i""'maksud mustahiq bisa berubah menjadi

Pendayagu naarL hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas

kebutuhan mustJiq dan dlpat dimanfaatkan untuk usaha produktif'

persyaratan dan prosedur pendayagunaan 
_ 
hasil pengumpulan zakat

""i"i"i*ana 
dimatcsud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Bupati'

Wewenangpenyid'ikansebagaimanadimaksudpadaayat(l)4+"h'
a. menerima, mencari, mengumpulkan alat bukti dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan d"rg"r, tindak pidana agat keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih jelas;

b. meneliti, mencari, drn mengumpulkan keterangan mengenal orang

pribadi atau Badan tentang- ketenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak Pidana;
c. meminta keter-J-gan dan blrang bukti dari orang pribadi atau badan

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 16

i

(1) Selain Penyidik Pejabat Kepotiqian- Negara Republik Indonesia' 
. 
Pejafat

,-' 
i"g"*"i Negeri Sipii tertentu di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten

sarolangun ;;di diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan

terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

(2J

sehubungan dengan tindak Pidana'

(3) Penyidik sebagaimana - 
dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainy" p.ririaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadl

Penuntut umum melalui renyiak Pejabat Polisi Negara Republik

Ind.onesia, "."rr"i dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

(1)

(21

Setiap pengelola
dalam Pasal 14,
bulan dan/atau
rupiah).

Tindak pidana
pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Zakat yang karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud
diancam dengan hukuman lnrrungan paling lama 3 (tiga)

denda pa[n[ banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menrpakan

(3) Setiap pengurus BAZNAS Kabupaten Iang melakukan tindak pidana
'-' kejahatan 6.ngg"t"pan Dana Zakat tniaq Shadaqah) dikenakan sanksi

se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tuglsnya, BAZNAS- Kabupaten dibiayai dengan
" Arrgg"rurr Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil'

(2) Setain pembiayaan lebagarmalla dimaksud pada ayat (1) BAZNAS

Kabupaten a#"I aibiayaf dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

KEcENrmRf**rru,
Pasal L9

peraturan Daerah ini mulai berlalnr pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya rnemerintahhan pengundangan

Daerah ini aenian pe}empatannya dalam l,embaran Daerah

Sarolangun.

Peraturan
Kabupaten

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei 2Ol2

TI SAROLANGUN,

Diundan gkan diSarolan gun
pada tanggal 31 Mei 2OL2

ttd.

RRIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2OI'2 NOMOR 10

MAD BASYARI

-r'" d\\dri',



mendaPatkan ridha Allah SWT'

Zakatsebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu

untuk *"*urir[ii- i"o diieruntukkan ,. 
bagi mereka ya',g berhak

menerim anya. Dengan p"rrg"toiJ"" yang baik, iakat merupakan sumber

dana potensial yarLg dapat -dimanfaatkan 
untuk memajukan kesejahteraan

umum bagi selu*fr"***Varakat. Guna mencapai tujY.al tersebut' perlu

dilakukan berbagai uPaYa, ,.rrt .t lain clengan menggali dan memanfaatkan

dana melalui zakat.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN,SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2OL2 .

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKNT,INFAQ DAN SHADAQAH

I. PENJELASAN UMUM

D engan dibentuknva Peratura" 
.D i::1, ::1:::s,--1"**,?Y:" "*,,mt' Jlft [

ff lKl".:r,il' Till?"o;; T;;+it,'ur';;*i{ u:g:::l^ :?1*:t" }13:nffi;ffir"k;;;;i#;*;";a dalam rangka memajukan kesejahteraan
r ffianrn lr.ilran

TftH ffi;' #:;#;; d;;"y" oi r,u,,&,_:: j l"-,:lt"i:,,::t#"tli:
5,T"il#5:,J'.ffi.4:i,.,i', iiriirti,y*, mengangkat derajai mustahiq, dan

r rd6\16 r rntr rk
*:'",f#ff.l,? "#;?"i":if";#^".o""e"r.r" iakat, yans semuanva untuk

Agar menjadi sumber dala vans l"qil tl=i::*t","Pf":::?,*t:'i1:;-&Hii'#i"rir,"*" untuk m"nf,e,ta"5"" masvarakat {1ri kemiskinan dan
^o--olnlaan zeket secaraffitt*d-"" t""r,3 

"r,gan 
sosii, p"1Y' 1diiIi. .f-::u'l":?3' '*i:-:::il1[:]5J'ffifT;T;il;;;;#;-?q il5-,*i*"1=,^..,:],"* - #Tilflffi

fl :::'#;' ?#;:t" ;;h 5?iI# r'"r ini "pe 
me rin tah be rkewaj ilT me mb erikan

-: *' '-*aLia
;:Hffi,l";"" :";;Jd;* e"", p"Lry:1. 

. -I:pS 1?- ^m::: . SH,Xlll
ifi ;Ii: H:ffiJ",?'-"iil, p"'r,, "a;d Peraturan- Daerah tentan g pengelolaan

.^^--.^ l^1^*:#tr,ll;fiI; shadaqah v""s ";ralaskan. i*31 d.ii^*fl1- o"lT
"rffili*"'[]#ff,ia[J"-*[."airl" -"uo.irr, 

kemasrahatan, kererbukaan, dan

kepastian hukum.

il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP Jelas
Pasal 2

CukuP Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

CukuP Jelas
Pasal 6

ayat (3)
Yang dimaksud dengan masyarakat ialah Ulama', kaum cendekia, dan

tokoh masYarakat setemPat
V""g dimaksud dengan memenuhi persyaratart tertentrr antara lain,

rnemiliki sifat "*u.rrih, 
adil, berdedikasi, profesional, dan berintegrasi

tinggi.
ayat (5) (6)

Cukup Jelas



Pasal 7
CukuP Jelas

Pasal 8
CukuP Jelas

Pasal 9
CukuP Jelas

Pasal LO

Cukr:P Jelas
Pasal I L

CukuP Jelas
Pasal 12

CukuP Jelas
Pasal 13

CukuP Jelas
Pasal 14

CukuP Jelas
Pasal 15

CukuP Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

CulmP Jelas
Pasal 18

CulmP Jelas
Pasal 19- 

CukuP Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1()
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